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            Pembangunan suatu negara mencakup kesemua aspek kehidupan  bertujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini perlu 
adanya suatu rambu-rambu yang dapat menjaga/mengarahkan pembangunan tersebut 
sesuai dengan hajat dan martabat manusia/masyarakat Negara tersebut. Untuk ini perlu 
suatu perencanaan yang didalamnya terkandung maksud dan tujuan untuk meningkatkan 
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. 
             Negara Indonesia yang baru mendeka dari penjajahan, tentu perlu membuat suatu 
perencanaan yang mencakup filsafat hidup dan politik masyarakat Indonesia, untuk ini 
sudah sewajarnya Presiden/Pemeritah membuat perencanaan yang dapat meningkatkan 
hajat hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah dituntut untuk 
lebih aktif dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk mencapai tujuan  
nasional yang termaktup dalam Pembukaan UUD 1945. Maka sudah sewajarnya 
Pemeritah mengambil Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN sebagai kendali Yuridis 
dan Politis dalam membuat perencanaan baik perencanaan ekonomi maupun perencanaan 
admistrasi pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan utntuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Indonesia.           
            Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang arah dan 
tujuan permbangunan nasional, dalam Garis-garis Besar haluan Negara mengandung isi 
sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat setiap lima tahun sekali. 
            Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu konstitusi yang merupakan hukum 
dasar dan sumber hukum sebagai kendali  yuridis setiap hukum, undang-undang, 
peraturan-peraturan yang lebih rendah  tingkatnya, sedangkan GBHN merupakan garis 
kendali politis bagi pengelola Negara dalam membuat perencanaan, kebijakan dan 

















             Developing country round up all aspect existence purpose to step up standard of 
living society are better. To get this purpose needs fringes watch over/aim direct the 
developing as  wish society of the country. So that ere needed  a planning that inside has 
purpose for increase standard of living and prosperous society. 
             Indonesia county just independent from colonial domination, sure need a 
plenning who round up philosophy of life and society political Indonesia, so that the 
Gaverment/ president makes planning can be standard of living society of Indonesia, 
because  the Govement will be prosecuted to be more anergetic repeatedly direct and 
gaide society to reach out for national purpose that write down at opening Undang-
Undang Dasar 1945 .  So that fittingly Government takes Undang-Undang Dasar 1945 
and GBHN  to be control yuridicals and political in make planning  of economic 
government administration and development for step up standard of living Indonesia 
society. 
             Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) are direction Gaverment about direct 
and purpose national development, Garis-Garis Besar Haluan Negara countains 
declaration desire populace to be decided by Majelis Permusyawaratan Rakyat every five 
years once.  
            Undang-Undang Dasar 1945 are konstitution that constitute foundation low and 
low source as control yuridical of low, ordinace, regulation more less posision but GBHN 
constitute reins line politics for manager of country inside planning , policy and carrying 
out of developing Indonesia. 
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            Pembangunan suatu masyarakat 
tergantung dalam beberapa hal pertama 
filsafat hidup masyarakat dan filsafat 
politik masyarakat tersebut. Ada Negara 
yang memberi kebebasan yang cukup 
besar kepada anggota-angotan masyara-
katnya untk berkembang, sehingga 
pemerintah diharapakan tidak terlalu 
banyak ikut campur dengan dalam 
kegiatan dalam masyarakat itu sendiri.  
Pada masa lampau bentuk yang ekstrem 
hal ini didukung oleh filsafat masyarakat 
“Laiser faire” . Kalau dilihat dalam 
kontek yang lebih luas bahwa suatu 
Negara untuk berkembang diperlukan 
suatu perencanaan awal sebagai petunjuk 
untuk menentukan arah dan tujuan 
perkembangan yang diinginkan. 
             Perncanaan merupakan tang-
gung jawab pemerintah sebagai penge-
lola kehidupan bangsa dan Negara. Oleh 
karena itu pemerintah perlu membuat 
suatu perencanaan yang tercangkup di 
segala bidang, baik perencanaan di 
bidang administrasi pemerintah maupun 
administrasi pembangunan , sehingga 
bagi setiap Pengelola Negara/Pejabat 
Negara mempunyai acuan dan batasan/ 
arah dalam melaksanakan roda pemeri-
tahan yang telah ditentukan dan sesuai 
dengan
i
 tuntutan Unadang-Undang 
Dasar, maupun Garis-Garis besar Haluan 
Negara. 
              Perencanaan juga dipakai seba-
gai alat untuk memperhitungkan sumber-
sumber pembangunan, merumuskan 
tujuan-tujuan pembangunan dan cara 
pelaksanaannya, baik itu merupakan 
perencanaan secara umum maupun 
sebagai perencanaan secara khusus 







             Peranan Pemerintah terhadap 
perkembangan masyarakat yang baik 
menurut filsafat kehidupan masyarakat 
maupun menurut filsafat politik ma-
syarakat. Dalam filsafat kehidupan ma-
syarakat, pemerintah dituntut lebih aktif 
dalam mengarahkan dan membimbing 
masyarakat untuk mencapai tujuan 
kehidupan yang lebih layak sesuai 
dengan tujuan nasional, sedangkan me-
ngenai  filsafat politik masyarakat, 
pemerintah sebagai modivator dan harus 
melaksanakan  garis-garis politik yang 
berkembang dalam masyarakat, untuk 
dikembangkan dan dibina guna mening-
katkan kesejahteraan hidup dan juga 
dapat meningkatkan pembangunan di 
segala  bidang, sehingga tercapai suatu 
masyarakat yang sejahtera yaitu ma-
syarakat yang diharapkan oleh tujuan 
nasional yaitu masyarakat adil dan 
makmur.  
            Olek karena itu peran pemerintah 
dalam perencanaan pembangunan adalah 
mutlak, karena sesuatu pembangunan 
tanpa diawali oleh suatu perencannan 
tidak akan memberikan suatu hasil yang 
diinginkan, karena perencanaan merupa-
kan ujung tombak suatu manajemen 
dalam mengelola suatu Negara atau 
dengan kata lain perencanaan sebagai 
fungsi manajemen yang tak dapat 
dipisahkan dengan fungsi manajemen 
yang lain seperti : pengorganisasian , 
pengisian tenaga, pembimbingan, pe-
ngendalian,  pengawasan dan lain-lain 
yang semuanya merupakan satu kesatuan 
dalam pengelolaan suatu pembangunan. 
            Perencanaan dalam pembangu-
nan meliputi antara lain : menentukan 
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arah dan tujuan yang ingin dicapai, 
menjusun rencana dan tujuan yang ingin 
dicapai, menyusun langkah-langkah 
yang akan diambil dan disesuaikan 
dengan sumber dana yang tersedia yang 






             Dalam melakukan pembangunan 
nasional secara berencana , maka yang 
paling utama dipikirkan adalah perenca-
naan, karena dengan adanya perenca-
naan pembangunan yang akan dilak-
sanakan dapat lebih terarah dan 
terkendali. Pembangunan yang dimak-
sutkan disini adalah pembangunan 
Negara pada umumnya. 
             Negara kesatuan Republik 
Indonesia adalah salah satu Negara yang 
baru/sedang berkembang, maka dengan 
sendirinya perubahan-perubahan dalam 
masyarakat di segala bidang sedang 
berlangsung.  Untuk ini suatu perenca-
naan yang lebih baik sangat diperlukan 
agar perkembangan tersebut tidak jauh 
melenceng keluar dari tujuan yang 
diharapkan. Pembangunan Nasional 
yang diharapkan adalah pembangunan 
bangsa dan negara yang berkelanjutan  
(sustainable) baik di segi pembangunan 
manusia seutuhnya maupun pembangu-
nan Negara secara keseluruhan, antara 
lain : pembangunan ekonomi, politik, 
social budaya dan hankam.   
             Pada umumnya di Negara-
negara yang sedang berkembang pemba-
ngunannya ditekankan pada pembang-
nan ekonomi, hal ini disebabkan nkarena 
dengan berkembangnya dibidang ekono-
mi dapat memicu perkembangan di 
bidang-bidang yang lain. Namun begitu 
perkembangan di bidang-bidang yang 
lain juga perlu diperhatikan/ direncana-
kan agar pembangunan di bidang-bidang 
tersebut memenuhi sasa-ran, seimbang 





             Perencanaan di Indonesia telah 
dirintis sejak Indonesia belum merdeka, 
dimana waktu itu belum merencenakan 
pembangunan tapi masih merencanakan 
persiapan kemerdekaan Indonesia oleh 
PPKI. Setelah Indonesia merdeka, baru 
ada inisiatif untuk melakukan suatu 
perencanaan terutama tentang adminis-
trasi pemeritahan dan administrasi pem-
bangunan, dimana waktu itu semuanya 
masih kurang, sehingga atas inisiatif 
Presidan Republik Indonesia mulai 
adanya usaha-usaha perencanaan, teru-
tama perencanaan ekonomi dan 
pembangunan. 
             Pada tanggal 12 April 1947, 
Presiden Sukarno membentuk suatu 
badan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi 
atau disebut juga sebagai “Brain Trust”, 
dengan judul pemikirannya berjudul “ 
Dasar Pokok Perencanaan Mengatur 
ekonomi Indonsia”. Sejak saat itulah 
pertama kali Indonesia membuat peren-
canna untuk kemajuan Indonesia. 
 Setelah itu muncul badan perencanaan-
perencanaan yang lain sampai tahun 
1952, yang kesemuanya membuat peren-
canaan untuk meningkatkan ekonomi 
Indonesia. 
             Setelah itu semua, pada tahun 
1952 dibentuk suatu badan perencana 
baru yang bernama Biro Perancang 
Negara, yang mula-mula diprakasai oleh 
Sumitro Joyohadikusumo, dimana biro 
in mulai berhasil membuat perencanaan 
Pembangunan Lima Tahun 1959 – 1960. 
Perencanaan ini baru diundangkan pada 
tahun 1958, tetapi pada tahun 1959 
terjadi perubahan lagi , kemudian diganti 
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dengan Depernas, yang saat itu  diketuai 
diketuai oleh Muhammad Yamin. Pada 
priode ini Depernas berhasil membuat 
perencanaan yaitu : Rencana Pembangu-
nan Nasional Semesta Berencana tahun 
1961-1969.  Rencana pembangunan ini 
bisa dikatakan jalan ditempat, karena 
nama Depernas dirobah lagi menjadi 
Bappenas dan Muppenas dengan pim-
pinan terakhir Roeslan Abdulgani. 
             Setiap perencanaan pada waktu 
itu berjalan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan karena pada waktu itu politik 
pamerintah mulai tidak stabil, terjadi 
gejolak ekonomi dengan naiknya harga 
barang kebutuhan pokok, terjadi keka-
cauan dalam masyarakat, politik peme-
ritah mulai dipengaruhi oleh partai 
komunis dengan manifesto politiknya, 
nasakom dan lain-lain yang kesemuanya 
terjadi penyimpangan dengan nilai-nilai 
Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 
1945.  Ini berlangsung pada saat peme-
rintahan orde lama di bawah pimpinan 
Presiden Ir. Soekarno, puncaknya terjadi 
gerakan G30’S PKI sebagai udaha Kop 
berdarah PKI dengan mengorbankan 
putra-putra terbaik bangsa dan negara. 
             Pada pemerintahan orde baru di 
bawah pimpinan Prersiden Soeharto, 
perncanaan mulai digiatkan lagi yang 
dikerjakan oleh Badan Perencana 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 
yaitu pada tahun 1966 mulai dengan 
rencana Program Stabilisasi dan 
Rehabilitasi Ekonomi.  Kemudian dilan-
judkan dengan Rencana Pembangunan 
Lima Tahun I pada tahun 1969 – 1974 
dan yang kedua tahun 1974 – 1979, dan 
seterusnya.  
             Perencanaan pada masa orde 
baru dilakukan dajam tiga tahap : 
1. Rencana Pembangunan Jangka pan-
jang I dan II (tiap 25 tahun). 
2. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah I s/d x (tiap lima tahun), 
dilakukan antara perncanaan pemba-
ngunan Jangka Panjang. 
3. Rencana Pembangunan Jangka 
Pendek I dan V (tiap satu tahun) 
dilakukan antara Perencanaan Jangka 
Menengah. 
             Daerah tingkat I dan II 
mengikuti bperencanaan nasional, di-
mana di daerah tingkat I dan II dibentuk 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah tingkat I dasn II yang bertugas 
mengkoordinir dan merencanakan 
Rencana Pembangunan Daerah baik 
Rencana Pembangunan lima tahun 
Daerah maupun Perencanaan Tahunan 
Daerah. 
             Dilihat dari fungsi dan manfaat 
perncanaan maka perencanaan itu terus 
berjalan  tak henti-hentinya sampai du-
nia berakhir. Karena suatu perncanaan 
merupakan suatu pemikiran manusia 





“ Undang-Undang Dasar 1945 dan 
GBHN  seabagai kendali yuridis dan 
politis bagi Perencanaan Pembangunan”, 
yang mengandung arti : 
A). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
Konstitusi dan Kendali Yuridis 
Pembangunan. 
B).Garis-Garis Besar Haluan Negara  
(GBHN) sebagai kendali politis 
pembangunan Indonesia yang sesuai 
dengan maksud dan tujuan GBHN 
      sebagi Garis Politik Pemerintah dan 
Garis Kendali Pembangunan. 
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UNDANG-UNDANG DASAR 
1945 SEBAGAI KONSTITUSI 
DAN KENDALI YURIDIS 
PEMBANGUNAN 
             Undang-Undang Dasar 1945 
merupakan bahagian dari konstitusi dan 
bahagian suatu kumpulan semua 
kumpulan hukum dasar dan sumber 
hokum, baik yang bersifat yuridis , 
sosiologi dan politik, yang tertulis atau 
tidak dan yang tertulis disebut Undang-
Undang Dasar. 
             Konstitusi dalam arti positif 
sebagai keputusan politik tertinggi yang 
sama dengan Undang-Undang Dasar 
sebagai Hukum Dasar dan Sumber 
Hukum.  Setiap produk hukum seperti 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang, Keputusan 
Presiden dan Peraturan-Peraturan lain-
nya atau setiap tindakan kebijakan 
pemerintah haruslah berlandaskan dan 
bersumberkan pada peraturan lebih 
tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Di 
Indonesia sebagai hukum dasar, pera-
turan yang tertinggi atau sebagai 
undang-undang dasar adalah Undang-
Undang Dasar 1945. 
 
             Undang-Undang Dasar 1945 
diresmikan setelah proklamasi kemerde-
kaan  Republik Indonesia yaitu tanggal 
18 Agustus 1945, sebagai tindak lanjud 
dari proklamasi kemerdekaan itu. Dilihat 
dari sejarah pembangunan Undang-
Undang Dasar Indonesia telah me-
ngalami 3 kali perubahan undang-
undang dasar, antara lain Undang-
Undang Dasar Serikat 1949 (UUDS 
1949), kemudian UUDS 1949 berubah 
lagi dengan Undang-Undang Dasar 
Sementara UUDS 1950 (UUDS 1950). 
Perbedaan UUDS 1949 dengan UUDS 
1950 adalah Undang-Undang Dasar 
Serikat 1949 menganut Negara serikat, 
sedangkan Undang-Undang Dasar 1950 
menganut Negara kesatuan dengan 
system cabinet parlementer. Kedua 
undang-undang dasar tersebut waktu itu 
masih bersifat sementara, ini terbukti 
dengan adanya pasal dalam kedua 
undang-undang dasar tersebut yang 
berbunyi diharuskan badan konstituante 
bersama pemerintah menyusun Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 
sebagai pengganti Undang-Undang 
Dasar Sementara 1950. Tetapi setelah 
badan konstituante bersidang kurang 
lebih dua setengah tahun, belum dapat 
menghasilkan Undang-Undang Dasar 
yang baru, dan waktu itu situasi sudah 
mulai kacau, dikuatirkan terjadi 
perpecahan, maka oleh pemerintah pada 
tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno 
mengucapkan dekritnya yaitu kembali 
kepada Undang-Undang dasar 1945 
sebagai Undang-0Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Maka 
sampai saat ini Undang-Undang Dasar 
1945 masih eksis dan cocok dengan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
             Sebagai hukum dasar, Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan sumber 
hukum bagi hukum-hukum atau peratu-
ran-peraturan yang lain yang lebih 
rendah tingkatannya. Oleh karena itu 
Undang-Undang Dasar 1945 mengikat 
pemeritah, mengikat lembaga masyara-
kat dan juga mengikat setiap warga 
negara dimana saja dan apa saja yang dia 
kerjakan. Sebagai sumber hukum 
Undang-Undang Dasar 1945 berisi 
norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-
ketentuan yang harus dilaksanakan dan 
ditaati oleh setiap pengelola Negara: 
perencana, dan pelaksana,     Pemerin-
tahan /pembangunan. 
             Dalam kedudukannya sebagai 
hukum dasar dan sumber hukum yang 
tertinggi. Undang-Undang Dasar ber-
fungsi sebagai alat control, alat penge-
cekan, atau pengendali terhadap 
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Undang-undang, Peraturan Pemeritah 
pengganti Undang-undang , Keputusan 
Presiden, Peraturan Daerah dan Pera-
turan-Peraturan yang lain yang lebih 
rendah tingkatannya sesuai atau tidak 
sesuai menurut ketentuan Undang-
Undang Dasar 1945. 
 
GARIS-GARIS BESAR 
HALUAN NEGARA (GBHN) 
 
1.  Maksud dan Tujuan 
            Garis-Garis Besar Haluan Negara 
adalah haluan Negara tentang arah dan 
tujuan pembangunan nasional, dalam 
Garis Besar Haluan Negara mengan-
dung isi sebagai pernyataan kehendak 
rakyat yang ditetapkan oleh  Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) setiap 
lima tahun sekali. 
            Maksud ditetapakan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara adalah untuk 
memberikan arah bagi perjuangan bang-
sa Indonesia dalam mengisi kemer-
dekaan Republik Indonesia yang saat ini 
sedang giat-giatnya membangun dengan 
tujuan untuk mewujudkan pembangunan 
yang diinginkan, baik dalam waktu lima 
tahun berikutnya maupun dalam jangka 
panjang, sehingga secara bertahap cita-
cita bangsa Indonesia dapat tercapai 
sesuai yang termaktup dalam alania IV 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. 
 
2. GBHN Sebagai Garis Politik 
Pemerintah dalam Pengenda-
lian Perencanaan dan Pemba-
ngunan Indonesia. 
 
             Garis-Garis Besar Haluan Nega-
ra merupakan aspirasi politik rakyat 
melalui jalur : Orgasisasi  sosial/politik, 
Pemeritah dan Perguruan tinggi, kemu-
dian dibuat dan ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) menu-
rut acuan politik yang terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. 
              Jika dilihat dari isi GBHN dan 
UUD 1945 mempunyai persamaan yaitu: 
1. Menganut landasan yang sama yaitu 
Pancasila sebagai system nilai yang 
melandasi dan menjadi acuan 
filosofis. 
2. Menganut landasan structural yang 
sama yaitu mengandalkan sistem 
Presidentil. 
3. Menganut landasan operasional yang 
sama berisikan tujuan-tujuan nasi-
onal yaitu yang terkandung dalam 
alinia IV Pembukaan UUD 1945. 
             Undang-Undang Dasar sebagai 
konsep dasar system pengelolaan kehi-
dupan nasional hanya menetapkan 
ketentuan-ketentuan pokok secara kon-
stitusional tentang system pengelolaan 
kehidupan bangsa, sedangkan GBHN 
mengatur lanjutan penjabarannya. Maka 
atas dasar ini UUD 1945 bersifat sebagai 
Yuridis Konstitusional, sedangkan 
GBHN bersifat politik operasional. 
Dalam GBHN diperlukan lagi peraturan-
peraturan atau petunjuk-petunjuk opera-
sional yang lebih rinci seperti kebijakan-
kebijakan perencanaan–perencanaan, 
penegasan tujuan, sasaran prioritas dan 
sasaran strategis yang akan mendasari 
kebijakan perencanaan, dan pelaksa-
naannya (Prof.DR.M.Solly Lubis, SH. 
1996.44). 
             Selanjudnya kedudukan Garis-
Garis Besar Haluan Negara menjadi 
referensi dasar atau dasar rujukan pokok 
dalam membuat perencanaan baik ten-
tang perumusan kebijakan managerial 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
             Dengan demikian pokok-pokok 
kebijakan politis seabagai kebijakan 
public dalam GBHN menjadi landasan 
politis (Political Foundation) bagi penge-
lola, pelaksana dan juga sebagai kendali 
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politis bagi perencanaan pembangunan 
nasioanal. Maka atas dasar GBHN ter-
sebut, Pemeritah menyusun Rencana 
Pembangunan Lima Tahun berikutnya, 
sebagai   tindak lanjut usaha Pemerintah 
dalam melaksanakan Pembangunan 
Jangka Pnjang.  
 
RENCANA PEMBANGUNAN 
LIMA TAHUN (REPELITA). 
 
            Dalam Bab III Garis-garis Besar 
Haluan Negara memuat pola umum 
Pembangunan Jangka Panjang dan Bab 
IV memuat pola umum Repelita. Maka 
berdasar inilah Presiden Mandataris 
MPR membuat Rencana Pembangunan 
Lima Tahun sebagai penjabaran dari 
strategi dalam GBHN tersebut.. 
 Perencanaan Pembangunan Lima Tahun 
ini merupakan perencanaan pembangu-
nan tahap berikutnya, sebagai lanjutan 
Pola Umum Pembangunan Jangka 
Panjang. 
             Pola Umum Pembangunan Jang-
ka Panjang merupakan arah dan strategis 
pembangunan jangka panjang yang 
meliputi 25 tahun dan disusun berdasar-
kan pola dasar pembangunan nasional. 
Dengan demikian pola umum pemba-
ngunan jangka panjang ini menjadi 
landasan bagi Pola Umum Pembanguan 
Lima Tahun. Pelaksanaan pembangunan 
lima tahun I telah dimulai sejak tahun 
1969, kemudian disusul dengan 
Repelita-Repelita, selanjudnya sampai 
saat pemeritahan orde baru telah dimulai 
dengan Repelita VII dalam tahap 
pembangunan jangka panjang II. 
             Pada Pembangunan Jangka 
Panjang I telah menghasilkan kemajuan 
dalam semua aspek kehidupan bangsa 
sebagai landasan yang cukup kuat untuk 
memasuki Pembangunan Jangka 
Panjang II sebagai awal kebangkitan 
nasional kedua dalam proses tinggal 
landas. 
             Pembangunan Jangka Panjang II 
bertujuan mewujutkan bangsa yang 
maju, mandiri, sejahtera lahir dan bathin, 
sedangkan sasaran umum pembangunan 
jangka panjang II adalah terciptanya 
kualitas manusia dan kualitas masya-
rakat Indinesia yang maju dan mandiri 
dalam suasana yang tenteram dan 
sejahtera lahir bathin, dalam tata kehi-
dupan masyarakat berbangsa dan 
bernegara yang berdasarkan Pancasila. 
             Titik berat Pembangunan Jangka 
Panjang II dititik beratkan pada bidang 
ekonomi yang merupakan penggerak 
utama pembangunan dan peningkan 
sumber daya manusia disampaing 
peningkatan dibidang-bidang lainnya, 
dilakukan seirama, selaras, dan serasi 
dengan    keberhasilan       pembangunan  
bidang ekonomi dalam rangka tujuan 
dan sasaran pambangunan nasional. 
             Rencana Pembangunan Lima 
Tahun II merupakan lanjutan pemba-
ngunan lima tahun VI, dimana pemba-
ngunan lima tahun VI, bangsa Indonesia 
telah berhasil mencapai kemajuan dalam 
pemanfaatan strategi pembangunan yang 
menitik beratkan pada bidang ekonomi, 
ini ditandai dengan berkembangnya 
struktur ekonomi yang lebih seimbang, 
lebih adil dan merata seluruh tanah air, 
dan me-ningkatkan bidang-bidang yang 
lain se-bagai lanjutan proses tinggal 
landas dalam meningkatkan upaya 
pembangunan. 
             Sasaran umum pembangunan 
lima tahun VII adalah tumbuh dan 
berkembang sikap dan tekad keman-
dirian dalam diri manusia, keluarga dan 
masyarakat Indonesia melalui pening-
katan peran serta yang aktif dalam 
pembangunan. Prioritas Pembangunan 
Lima Tahun VII, juga menitik beratkan 
pada sector ekonomi senagai penggerak 
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utama pembangunan jangka panjang II 
dan seiring dengan peningkatan sumber 
daya manusia.  Maka prioritas pemba-
ngunan lima tahun VII tetap terfokus 
pada pembangunan bidang ekonomi 
dengan kesepadanan dan keterkaitan 
antara industri dan pertanian serta sekto-
sektor lain. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
a. Kesimpulan. 
1. Perencanaan adalah sangat 
penting dalam setiap kegiatan 




2. Undang-Undang Dasar 1945 
adalah Hukum Dasar sebagai 
kendali yuridis pada setiap 
hukum/undang-undang, peratu-
ran-peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya, sedangkan GBHN 
merupakan garis kendali politis 
bagi pengelola, perencana dan 
pelaksana pembangunan. 
 
3. Menurut Undang-Undang Dasar 
1945 dan GBHN dibuat dan 
ditetapkan oleh Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR), 
dimana UUD 1945 sebagai 
landasan konstitusi dan acuan 
politik bagi GBHN. Sedangkan 
GBHN sebagai konsep dasar dan 
reference dasar bagi perencana 







4. Repelita disusun tiap lima tahun 
sekali bertepatan dengan  disusun 
dan ditetapkan oleh presiden 
(pemerintah) berpedoman pada 
GBHN. 
 
b.   Saran-saran 
 
1. Setiap adanya rencana pemba-
ngunan, sebaiknya diikut sertakan 
masyarakat bawah (Buttom-Up) 
dalam mendapatkan data/saran-saran 
untuk pengambilan keputusan pem-
bangunan, sehingga hasil pembangu-
nan yang direncanakan benar-benar 
bermanfaat bagi masyarakat di 
tingkat bawah. 
 
2. Setiap perencanaan pembangunan 
sebaiknya diprioritaskan untuk ke-
makmuran masyarakat banyak atau 
hasil pembangunan dapat bermanfaat 
langsung bagi kesejahteraan rakyat. 
.  
3. Selain GBHN sebagai referensi  
perencanaan pembangunan, sebaik-
nya perncanaan juga berpedoman 
kepada budaya dan adat istiadat 
penduduk setembat, sehingga hasil 
permbangunan lebih cepat diterima 
oleh masyarakat.   
 
4. Pelaksanaan pembangunan harus 
diawasi sebagaimana mestinya agar 
hasil  pembangunan sesuai dengan 
perencanaan, sehingga apa yang 
diamanahkan Undang-Undang Dasar 
1945 dan GBHN dapat berhasil 
dengan baik. 
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